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Abstracts
Mudharabah is an economics institution constituted by cooperation philosophy. Cooperation between
capital owner on one side with membership owner on the other side. Economic principle have united differ-
ence of potency (membership and capital) in one mission to look for an advantage in one place of the so-
called mudharabah. In perspective of law, elementary of thei cooperation philosophy mirror have to in rule
arranging rights and obligations among both spliting. As mudharabah no such a debt or not such a loan,
hence all Islam jurist determine that capital owner is not allowed to ask guarantee to perpetrator of it’s
effort. In banking world reality, syari’ah bank is giving defrayal of mudharabah always require the existence
of guarantee from defrayed client. Its problem do not lay in rightful or (do) its function. Hence research done
to know to domicile and guarantee function which in fact in mudharabah agreement.The research indicate
that to domicile guarantee is to guarantee deviation inexistence or agreement collision by perpetrator of its
effort. Domiciling this bring guarantee function non to guarantee certainty paying of returning defrayal of
mudharabah which is tudy released by Syariah bank, but to guarantee syari’ah bank rights as according to
agreement with. Percentage of defrayal of mudharabah still very small. There is not client defrayed with
unprofitable mudharabah.
Key Words : Warranty, Mudharabah, Syariah Banking
A. Pendahuluan
Bank Islam atau yang di Indonesia terkenal
dengan bank Syari’ah, adalah sebuah bank
yang didirikan untuk menghindari persoalan
bunga uang yang terus menjadi perdebatan
berkepanjangan, yang dikhawatirkan
mengandung unsur Riba. Oleh karena itu
setiap aktivitas bank Syari’ah harus
menghindari kekhawatiran adanya unsur-unsur
riba. Usaha menghindari kekhawatiran ini
dilaukan antara lain dengan cara mengganti
pranata bunga dengan pranata hukum hasil
pemikiran para ilmuwan hukum Islam Klasik.
Pranata-pranata hukum yang digunakan
adalah pranata hukum dalam dunia ekonomi
riil murni hasil pemikiran ilmuwan hukum Is-
lam klasik,  misalnya musyarakah dan
mudharabah. Penggunaan pranata-pranata
hukum tersebut bertujuan untuk menghindari
transaksi pinjam meminjam uang atau utang
piutang uang. Sebab dalam transaksi utang
piutang atau pinjam meminjam inilah unsur riba
dapat muncul dengan sangat mudah.
Prinsip usaha perbankan Syari’ah untuk
menghindari bentuk pinjam meminjam atau
utang piutang ini mengandung dua pengertian
yang secara terminologis sangat penting.
Pertama adalah untuk menunjukkan bahwa
bank Syari’ah adalah sebuah lembaga
keuangan yang berangkat dasar bisnis. Yaitu
mencari keuntungan dalam pengertian
ekonomis. Bukan sebagai lembaga keuangan
dalam amal kebijakan sebagaimana dalam
sejarah pemikiran ekonomi Islam yang terkenal
dengan Bait al-mal. Kedua adalah untuk
menunjukkan prinsip bahwa nasabah yang
akan menggunakan jasa dana keuangan bank
Syari’ah selalu terkait secara pasti dengan
sektor ekonomi riil.
Untuk mewujudkan prinsip tersebut,
perbankan Syari’ah dalam memberikan fasilitas
pembiayaan kepada nasabah menggunakan
pranata ekonomi riil seperti jual beli yang
dimodifikasi dalam berbagai bentuk (misalnya
bai’ assalam, bai’ al-Istishna’, murabahah)
kerjasama kemitraan musyarakah (partner-
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ship), kerjasama kemitraan bagi hasil
mudharabah (profit sharing) (Anonim, 1994: 69-
77).
Salah satu pranata yang secara teoritis
paling dikenal oleh masyarakat di dalam
perbankan Syari’ah adalah mudharabah (profit
and loss sharing). Para penulis Islam modern
sepakat menggunakan bentuk kerjasama
(musyarakah dan mudharabah) sebagai sarana
untuk merekonstruksi dan reorganisasi dalam
dunia perbankan (Muhammad Nejatullah
Siddiqi, 1985: 9). Maka dapat dikatakan bahwa
mudharabah merupakan alat untuk mencegah
timbulnya riba (J. Scacht, 1965: 157). Begitu
terkenalnya nama mudharabah dengan sistem
bagi hasil, hingga pada awal pertumbuhan
perbankan Syari’ah, namanya digunakan untuk
menyebut identitas perbankan, sehingga
terkenal dengan bank bagi hasil. Bahkan
undang-undang perbankan yaitu Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 menyebut
bagi hasil untuk membedakan dengan bank
yang menggunakan instrumen bunga.
Dalam terminologi hukum, mudharabah
merupakan kerjasama dalam hubungan bisnis
untuk mencari keuntungan. Kerjasama ini
dilakukan antara seorang pemilik modal (in-
vestor/ shahibul maal) dengan pelaku usaha.
Tentu saja pelaku usaha yang akan dipercaya
oleh pemilik modal untuk melakukansuatu
bisnis tertentu, didasari oleh unsur
kepercayaan yang kuat. Unsur kepercayaan
ini menyangkut dua hal, pertama, adalah
mengenai kualitas personal pelaku usaha.
Kedua, adalah mengenai kualitas keahlian
(profesionalitas) pelaku usaha mengenai usaha
bisnis yang akan dilakukan. Persoalan
pertama menyangkut moralitas pelaku usaha
(moral hazard). Ini sangat penting di dalam
mudharabah, karena pemilik modal akan
melepaskan dananya di tangan orang lain, yang
bukan dalam kedudukan sebagai peminjam
uang. Jika pelaku usaha tidak mempunyai
komitmen moralitas yang kuat, dikhawatirkan
akan terjadi penyelewengan atau penyim-
pangan dana dan atau bahkan penipuan.
Sedangkan persoalan kedua mengangkut
keahlian (skill). Persoalan keahlian ini
memerlukan perhatian yang serius. Pemilik
modal yang akan memberikan dananya untuk
suatu usaha bisnis perlu hati-hati. Ini
disebabkan karena dana yang akan digunakan
oleh pelaku usaha seratus persen secara
lahiriah d tangan pelaku usaha. Jika pelaku
usaha tidak atau kurang mempunyai keahlian
dalam bidang usahanya, dikhawatirkan akan
mengalami kerugian.
Pada tataran normatif, falsafah hukum
perjanjian mudharabah ini menampakkan diri
dalam bentuk ketentuan-ketentuan pembagian
hak dan kewajiban antara pemilik modal
(shahibul maal) dan pelaku usaha (mudharib).
Salah satu pembagian hak dan kewajiban di
dalam mudharabah yang ditentukan para
ilmuwan hukum Islam klasik adalah bahwa
pemilik modal (shohibul maal) tidak
diperbolehkan meminta jaminan kepada pelaku
usaha (mudharib) atas dana yang diberikan
untuk suatu usaha bisnis (Adiwarman Karim,
2003: 184). Persoalan yang kemudian muncul
di dalam realitas bisnis pernabkan Syari’ah
adalah bahwa dalam memberikan pembiayaan
mudharabah, bank-bank Syari’ah selaku
pemilik modal (shahibul maal) mensyaratkan
adanya jaminan. Dalam perjanjian pembiayaan
mudharabah ditentukan bahwa pelaku usaha
diwajibkan memberikan jaminan kepada pihak
perbankan Syari’ah atas dana yang telah
dicairkan dalam membiayai suatu kegiatan
bisnis. Persoalannya bukan hanya terletak
pada kesederhanan pertanyaan tentang boleh
atau tidaknya atau syah atau tidaknya
perjanjian mudharabah dalam dunia perbankan
Syari’ah, tetapi menyangkut persoalan dalam
dunia perbankan modern yang variabelnya
sangat komplek. Oleh karena itu perlu
dilakukan penelitian yang melatarbelakangi
realitas hubungan mudharabah dalam dunia
perbankan Syari’ah secara lebih mendalam,
sehingga dapat diketahui kedudukan, fungsi
dan problematikanya.
Sebagai permasalahan dalam penelitian
ini, pertama, persoalan  yang melatar belakangi
dipersyaratkan jaminan dalam perjanjian
pembiayaan mudharabah pada perbankan
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Syari’ah, kedua, kedudukan jaminan dalam
perjanjian pembiayaan mudharabah, ketiga,
fungsi jaminan dalam perjanjian pembiayaan
mudharabah dan keempat, persoalan-
persoalan  yang timbul dalam hubungannya
dengan jaminan di dalam perjanjian
pembiayaan mudharabah?
B. Tinjauan Pustaka
1. Falsafah Hukum Perjanjian
Mudharabah
Liquat ali Khan Niazi dalam bukunya
yang berjudul “Islamic Law of Contract”
menyatakan bahwa “Mudharabah is a form
of Partnership where one of the Contract-
ing Parties…” (Liquat ali Khan Niazi, 1990:
232). Disebut perjanjian kerjasama karena
antar pemilik modal dan pelaku usaha
merupakan pasangan (partner) yang
secara langsung saling membutuhkan
satu dengan yang lain. Pemilik modal
secara langsung membutuhkan seorang
pelaku usaha yangdapat menjalankan
dana yang dimilikinya untuk suatu
kegiatan usaha yangdapat menghasilkan
keuntungan. Di lain pihak, pelaku usaha
mempunyai keahlian,  kesempatan dan
kemampuan untuk melakukan usaha,
secara langsung membutuhkan modal
bagi usaha yang akan dilakukannya.
Kepentingan saling membutuhkan secara
langsung inilah yang diakomodasi dalam
mudharabah (Muhammad Nejatullah
Siddiqi, 1985: 14).
Pengkategorian mudharabah sebagai
bentuk kerjasama adalah berangkat dari
falsafah hukum ekonomi Islam yang
menganggap bahwa modal dan kerja
(profesionalitas usaha) bukan sebagai
faktor yang terpisah, tetapi sebagai
kesatuan dasar yangsaling
menguntungkan. “Islam does not regard
capital and interpreneurship as distinct
factors with a separate basis foreward,
rather as copartners with a uniform basis
on return” (Muhammad Nejatullah Siddiqi,
1985: 5).
Berdasarkan falsafah ini, maka modal
mempunyai kedudukan yang sam adan
sederajat dengan profesionalitas usaha.
Profesionalitas usaha tidak dapat di
subordinasikan dengan modal.
Sebaliknya, modal juga tidak dapat di
subordinasikan dengan profesionalitas
usaha. Kedudukan yang sama dan
sederajat ini harus diaktualisasikan dalam
ketentuan-ketentuan yang mengatur hak
dan kewajiban antara pemilik modal dan
profesionalitas usaha. Jika ternyata di
dalam perjanjian mudharabah terdapat
ketentuan-ketentuan yang bertentangan
dengan dasar persamaan antara modal
dan profesionalitas usaha yang
menimbulkan ketidakadilan, maka dapat
dipersoalkan secara hukum.
Memang dapat difahami bahwa
seorang pelaku usaha yang meminjam
uang kepada orang lain atau ke perbankan
untuk melakukan suatu kegiatan bisnis
dapat dikatakan sebagai kerjasama.
Namun kerjasama yang demikian
hanyalah merupakan kerjasama secara
tidak langsung. Di sini tidak ada bentuk
kerjasama secara langsung, karena ada
pranata yang menjadi perantara di antara
dua kepentingan yaitu  pranata pinjam
meminjam atau utang piutang.
Pranata perantara yang disebut
pinjam meminjam atau utang piutang uang
ini menempatkan pemilik modal dan pelaku
usaha dalam kedudukan yang tidak
sederajat, tetapi dalam kedudukan sub
ordinatif. Hubungan keduanya adalah
dalam kategori hubungan kreditur dan
debitur. Oleh karena itu konstruksi normatif
yang ditimbulkan dari hubungan yang
demikian adalah bukan sebagai bentuk
hubungan hukum kerjasama tetapi
hubungan hukum antara kreditur dan
debitur. Hak dan kewajiban yang dapat
dikonstruksikan oleh hukum terhadap
hubungan kreditur dan debitur akan
berbeda dengan hak dan kewajiban dalam
hubungan kerjasama. Maka ketentuan-
ketentuan normatif yang berlaku dalam
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hubungan pinjam meminjam atau utang
piutang tidak dapat diterapkan di dalam
hubungan kerjasama mudharabah.
Mudharabah sebagai suatu bentuk
kerjasama adalah sangat penting untuk
difahami sebagai dasar atau landasan
berfikir. Jika mudharabah tidak difahami
dengan baik sebagai suatu bentuk
kerjasama, maka akan dapat
menimbulkan persoalan tentang
ketidakadilan.
2. Dasar-Dasar Efektifitas Kerjasama
Mudharabah
a. Dasar Kepercayaan/Dasar
Moralitas
Dari latar belakang sejarah
mudharabah yang telah sedikit
dipaparkan di atas menunjukkan
bahwa kemunculannya ditopang oleh
adanya unsur kepercayaan di antara
pemilik modal dan pelaku usaha.
Seorang pemilik modal yang
tujuannya mencari keuntungan, tidak
mungkin memberikan uangnya
sebagai modal untuk usaha yang
kekuasaan mengelolanya di tangan
pelaku usaha, jika tidak ada unsur
saling percaya. Sebab pemilik modal
tidak diperbolehkan ikut di dalam
pengelolaan. Pengelolaan suatu
usaha bisnis ada pada kekuasaan
pelaku usaha.
Seorang pemilik modal yang ikut
mengelola atau menguasai
pengelolaan suatu bisnis yang
dilakukan oleh pelaku usaha, maka
ini tidak dapat disebut mudharabah,
meskipun pelaku usaha adalah
sangat profesional. Hal ini disebabkan
karena dasar mudharabah adalah
gabungan antara pemilik modal di
satu pihak dan pelaku usaha di pihak
lain. Jika pemilik modal ikut dan
menguasai pengelolaan maka terjadi
percampuran yang akan sulit dalam
mengatur hak dan kewajiban masing-
masing pihak dalam mudharabah.
b. Pemberian Syarat-Syarat dalam
Mudharabah
Di dalam mudharabah, seorang
pemilik modal dapat memberikan
persyaratan-persyaratan tertentu
agar dana yang dikeluarkan menjadi
efektif dan efisien. Efektif dalam
pengertian tujuan dikeluarkannya
dana untuk suatu kegiatan bisnis
dapat tercapai yaitu menghasilkan
keuntungan. Efisien dalam pengertian
sesuai dengan prinsip ekonomi bisnis
modal yang dikeluarkan dapat
menghasilkan keuntungan
semaksimal mungkin.
Pemberian syarat-syarat tertentu
oleh pemilik modal dapat berupa
keharusan digunakannya danauntuk
sektor ekonomi bisnis tertentu. Atau
untuk suatu sektor ekonomi bisnis
tertentu. Atau untuk suatu sektor
ekonomi tertentu di wilayah tertentu
atau persyaratan mengenai jangka
waktu usaha atau persyaratan lain
yang dapat disepakati bersama.
Persyaratan-persyaratan tersebut
dapat mempunyai makna secara
positif; (1) sebagai bagian yang
diperbolehkan dalam kerjasama
mudharabah yang secara tidak
langsung sebagai usaha untuk ikut
memikirkan bisnis yang dilakukan
oleh pelaku usaha; (2) sebagai bagian
yang secara tidak langsung sebagai
kontrol dalam bisnis yang dilakukan
oleh pelaku usaha; (3) secara tidak
langsung sebagai dorongan yang
secara psikologis akan dapat
memberikan semangat kerja sesuai
dengan kesepakatan mudharabah.
c. Profesionalitas Pelaku Usaha
Di atas telah dipaparkan bahwa
mudharabah merupakan wadah bagi
bersatunya modal dan keahlian. Oleh
karena itu keahlian atau profesio-
nalitas merupakan hal yang sangat
penting di dalam mudharabah. Maka
pemilik modal yang tidak mengetahui
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profesionalitas pelaku usaha akan
mempunyai resiko yang besar
terhadap dana yang dikeluarkan.
Pelaku usaha yang
profesionalitasnya dalam bidang ba-
tik akan beresiko tinggi jika dibiayai
oleh pemilik modal untuk melakukan
bisnis jeans misalnya. Dengan
demikian untuk mengurangi resiko
kerugian, pemilik modal harus
mengetahui profesionalitas pelaku
usaha. Sektor ekonomi tertentu yang
sesuai dengan profesionalitas pelaku
usaha. Sektor ekonomi tertentu yang
sesuai dengan profesionalitas inilah
yang dapat dipersyaratkan oleh
pemilik modal di dalam membiayai
bisnis pelaku usaha, sehingga dapat
memberikan motivasi kerja sesuai
dengan profesionalitasnya.
d. Untung dan Rugi di Dalam
Mudharabah
Dalam dunia ekonomi,
keuntungan merupakan tujuan setiap
aktivitas bisnis. Semua pihak yang
terkait di dalamnya selalu
berorientasi pada keuntungan.
Prinsip ekonomi mengatakan bahwa
dengan segala modal minimal
bertujuan untuk memperoleh
keuntungan maksimal. Namun dalam
realitas dunia bisnis kadang terjadi
sebaliknya. Yaitu terjadi kerugian. Ini
berarti bahwa untung atau rugi adalah
realitas dunia ekonomi. Namun
kerugian bukanlah keinginan. Setiap
perilaku bisnis pasti tidak
menginginkan kerugian, tetapi selalu
menginginkan keuntungan.
Oleh karena itu setiap aktivitas
bisnis selalu menginginkan
keuntungan, maka selalu berusaha
untuk menghindari kerugian. Dalam
menghindari kerugian, bisa jadi
seseorang melakukan perbuatan
yang merugikan orang lain. Atau
bahkan untuk menambah ke-
untungan, seseorang kadang
merugikan orang lain. Namun
demikian setiap aktivitas bisnis selalu
mempunyai teka-teki untung rugi.
Bisa jadi untung dan bisa jadi rugi.
Maka persoalannya adalah jangan
sampai terjadi seseorang yang
berkecimpung di dalam dunia bisnis
tidak mau rugi dengan cara
merugikan pihak lain.
Bisa jadi seseorang dalam
melakukan aktivitas bisnis selalu
berusaha sedemikian rupa berbuat
sesuatu agar bisnis yang akan
dilakukan tidak menderita kerugian.
Jika ini dilakukan dalam batas-batas
wajar yang diperbolehkan oleh
hukum, tidaklah menjadi persoalan.
Namun jika seseorang melakukan
perjanjian bisnis dengan pihak lain
dan menempatkan pihak lain dalam
kedudukan yang tidak seimbang,
maka keadaannya tidak menjadi
wajar dan akan merugikan orang lain.
Ketidak seimbangan kedudukan di
antara pihak-pihak dalam suatu
perjanjian berpotensi menimbulkan
eksploitasi.
Dalam keadaan yang demikian,
hukum mengambil peranan untuk
mengatur hak dan kewajiban antara
pihak-pihak yang terkait di dalamnya,
agar keuntungan yang menjadi tujuan
setiap aktivitas ekonomi dapat
berjalan tanpa melanggar hak orang
lain. Setiap aktivitas ekonomi yang
bertujuan untuk mencari keuntungan
harus tidak menimbulkan kerugian
pihak lain.
Oleh kerjasama mudharabah
selalu berdasarkan prinsip mencari
keuntungan, maka keuntungan
merupakan persoalan yang harus
secara tegas ditentukan cara-cara
pembagiannya. Maka secara hukum,
perjanjian mudharabah harus
mengatur persoalan keuntungan.
Sebaliknya, tidak pernah ada
keinginan untuk menderita kerugian
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dalam mudharabah. Maka para
ilmuwan hukum Islam klasik tidak
mengharuskan adanya pengaturan
kerugian kerugian dalam perjanjian
mudharabah. Namun sesuatu yang
tidak diinginkan kadang-kadang
terjadi dalam kenyataan. Jika
ternyata bisnis yang dibiayai oleh
pemilik modal, menderita kerugian,
maka kerugian yang bersifat finansial,
yaitu berkurangnya modal, maka
harus menjadi tanggung jawab
pemilik modal. Pelaku usaha tidak
dapat dibebani kerugian finansial.
Pelaku usaha hanya dapat
menanggung kerugian waktu, tenaga
dan keahliannya.
Namun demikian, jika kerugian
yang diderita pelaku usaha adalah
akibat kesalahannya, atau karena
keteledorannya, atau karena
melanggar perjanjiannya, maka tetap
menjadi tanggung jawab pelaku
usaha. Pemilik modal tidak dapat
dibebani kerugian yang demikian ini
(Muhammad Najetullah Siddiqi, 1985:
16).
3. Dasar Hukum Jaminan di Dalam
Hukum   Islam
Dalam hukum Islam, jaminan
diistilahkan dengan ar-rahn. Dasar pijakan
ar-Rahn di dalam hukum Islam adalah al-
Qur’an surat al-Baqarah ayat 283, yang
artinya “..Dan jika kamu dalam perjalanan
(dalam bermuamalah tidak secara tunai),
sedang kamu tidak mendapatkan seorang
penulis, maka hendaklah ada jaminan
yang dipegang.
Di dalam Hadis riwayat Bukhari dan
Muslim diriwayatkan bahwa Rasulullah
SAW membeli makanan dari seorang
Yahudi dengan menjadikan baju besinya
sebagai barang jaminan.
Menurut para ilmuwan hukum Islam,
jaminan yang diberikan Rasulullah
tersebut adalah peristiwa pertama tentang
jaminan di dalam Islam. Artinya Rasul
memperkenalkan jaminan ini untuk
dijadikan sumber hukum Islam.
4. Pengertian Jaminan dalam Hukum
Islam
Jaminan dalam bahasa Arab adalah
ar-Rahn. Secara epistemologis,kata ar-
Rahn mempunyai pengertian tetap atau
kekal atau jaminan. Para ilmuwan hukum
yang menganut aliran Maliki
mendefinisikan ar-Rahn sebagai Harta
yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan
utang yang bersifat mengikat.
Menurut para ilmuwan hukum Islam
aliran Hanafi, ar-Rahn adalah menjadikan
sesuatu (barang) sebagi jaminan terhadap
hak (piutang) yang mungkin dijadikan
pembayar hak (piutang) itu, baik
seluruhnya maupun sebagiannya.
Sedangkan para ilmuwan hukum Is-
lam aliran Syafii mengartikan ar-Rahn
sebagai menjadikan materi (barang)
sebagai jaminan utang, yang dapat
dijadikan pembayar utang, apabila orang
yang berutang tidak dapat membayar
utangnya itu.
5. Syarat-Syarat Sahnya Jaminan
Untuh sahnya suatu jaminan,
mayoritas ilmuwan hukum Islam
memberikan ketentuan sebagai berikut:
a. Harus ada pemberi jaminan (ar-Rahn)
b. Harus ada yang menerima jaminan
yaitu yang memberikan utang (al-
murtahin).
c. Harus cakap berbuat hukum. Artinya
dapat menanggung hak dan
kewajiban. Menurut Imam Hanafi,
anak kecil (mumayiz) dapat
melakukan transaksi ar-Rahn dengan
persetujuan walinya.
d. Harus ada ijab dan qabul.
Untuk sahnya jaminan harus ada:
a. Persetujuan antarayang memberikan
jaminan dan yang menerima jaminan
atau orangyang memberikan utang.
Persetujuan itu mencakup hal-hal
yang dapat memperlancar hubungan
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utang piutang antara kreditur dan
debitur. Oleh karena itu persyaratan-
persyaratan yang bertentangan atau
yang menghambat tujuan adanya
jaminan adalahtidak diperbolehkan,
yang menjadikan tidak sahnya
jaminan.
b. Harus ada utang piutang. Jaminan
adalah untuk menjamin suatu utang.
Oleh karena itu tidak ada jaminan
tanpa utang piutang. Untuk adanya
jaminan maka dipersyaratkan
adanya utang piutang. Dengan
demikian jaminan merupakan
perjanjian tambahan yang dalam
literatur hukum berat disebut dengan
perjanjian asessoir. Dalam hukum
Islam adanya utang ini diperyaratkan;
(1) bahwa utang merupakan
kewajiban debitur yang harus dilunasi
kepada kreditur; (2) bahwa utang
tersebut boleh dilunasi dengan
jaminan, jika ternyata kemudian
debitur ingkar janji; (3) bahwa utang
yang dijamin itu harus jelas dan
tertentu. Artinya dalam jumlah yang
jelas dan utang tertentu.
c. Harus ada harta yang dijadikan
jaminan
Harta yang dijadikan jaminan itu harus
memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Barang yang dijadikan jaminan dapat
dijual;
b. Nilai barang jaminan adalah
seimbang dengan utang;
c. Barang jaminan harus bernilai harta
dan dapat dimanfaatkan dalam
pengertian mempunyai manfaat.
Maka minuman ganja misalnya, tidak
dapat dijadikan jaminan karena tidak
mempunyai manfaat, meskipun
mempunyai nilai harta;
d. Barang jaminan adalah jelas dan
tertentu wujud dan jenisnya;
e. Barang jaminan adalam milik sah or-
ang yang berutang;
f. Barang jaminan tidak terkait dengan
hak orang lain;
g. Barang jaminan itu merupakan barang
yang utuh dan tidak bertebaran dalam
berbagai tempat yang menyilitkan;
h. Barang jaminan dapat diserahkan
secara materi, atau secara alas hak
atau pemanfaatannya.
Dalam uraian di atas telah disinggung
bahwa jaminan bukan merupakan
perjanjian pokok. Jaminan bukan
merupakan perjanjian yang berdiri sendiri.
Jaminan merupakan perjanjian tambahan
yang terjadi karena adanya perjanjian
pokok, yaitu utang piutang. Jaminan
bukan merupakan perjanjian pokok,
sehingga perjanjian jaminan tidak dapat
berdiri sendiri. Oleh karena itu para
ilmuwan hukum Islam menentukan bahwa
jaminan (ar-Rahn) baru dianggap
sempurna jika pihak debitur sebagai or-
ang yang berhutang telah menerima utang
dari pihak kreditur sebagai pihak yang
berpiutang dan barang jaminan telah
diserahkan secara hukum berdasarkan
alas hak oleh debitur sebagai pihak yang
berhutang kepada kreditur sebagai pihak
yang berpiutang.
Kesempurnaan jaminan ini
didasarkan pada al-Qur’an surat al-
baqarah ayat 283 yang menentukan “fa
rihanun maqbudhah” yang artinya “maka
hendaklah ada barang yang dipegang”.
Artinya barang jaminan itu berada dalam
kekuasaan orangyang memberikan utang.
Tentu saja penyerahan barang dari orang
yang berutang kepada orang yang
memberikan utang itu sesuai dengan
barang jaminannya. Oleh karena itu jika
jaminan berupa tanah, maka tidak
mungkin tanah itu diberikan secara fisik,
tetapi dapat berupa alat bukti hak
(sertifikat). Demikian juga jika jaminan itu
sepeda motor, maka yang diserahkan
dapat berupa alat bukti kepemilikannya
(BPKB).
Seperti yang telah dipaparkan di
dalam pembahasan dasar falsafah
mudharabah di muka, bahwa mudharabah
adalah kerjasama. Yaitu gabungan antara
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modal dan keahlian usaha yang
dikerjasamakan. Oleh karena kerjasama
di sini bersifat langsung, maka kedudukan
modal dan keahlian usaha adalah sama
dan sederajat. Maka pelaku usaha
mempunyai kedudukan yang sama
dengan pemilik modal. Oleh karena dalam
kedudukan yang sama maka ahli hukum
Islam klasik menentukan tidak
diperbolehkannya pemilik modal meminta
jaminan kepada pelaku usaha (Abdullah
Saeed, 1996: 57). Sebab pemilik usaha
yang mensyaratkan adanya jaminan di
dalam mudharabah menempatkan pelaku
usaha tidak sama dan sederajat dengan
pemilik modal. Keahlian usaha tidak
ditempatkan pada kedudukan yang sama
dan sederajat dengan modal. Modal
dianggap lebih tinggi kedudukannya dan
peranannya di dalam mudharabah.
Realitas dalam dunia perbankan
menunjukkan bahwa jaminan merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari
perjanjian antara bank dan nasabah
pengguna dana. Meskipun secara teoritis
dalam perbankan konvensional
dimungkinkan adanya pinjaman tanpa
jaminan, namun dalam realitas tidak dapat
dilakukan, sehingga jaminan merupakan
persyaratan bagi nasabah pengguna dana
perbankan konvensional. Realitas ini dapat
dipahami; (1) dalam perbankan
konvensional hubungan bank dan nasabah
pengguna dana adalah hubungan pinjam
meminjam atau utang piutang; (2) untuk
mengurangi resiko hilangnya dana yang
telah dikeluarkan bank; (3) sebagai
motifasi pengguna dana untuk
bertanggung jawab terhadap penggunaan
dana yang bukan miliknya sendiri.
Dalam Islam jaminan adalah
diperbolehkan  berdasarkan al-Qur’an dan
Hadis (Nasrun Haroen, 2000: 251-3).
Namun pembolehan itu adalah dalam
utang piutang. Sebab dalam utang piutang
atau pinjam meminjam , kedudukan
antara yang meminjamkan dan yang
meminjam adalah sebagai kreditur dan
debitur. Kedudukannya tidak sejajar atau
tidak sederajat. Ketidak sejajaran  dan
ketidaksederajatannya  inilah yang
menjadi alasan diperbolehkannya jaminan
di dalam al-Qur’an. Utang piutang atau
pinjam meminjam  bukan merupakan
kerjasama, maka jaminan adalah
dibolehkan. Oleh karena mudharabah
bukanutang piutang atau bukan pinjam
meminjam, maka para ahli hukum Islam
tidak membolehkan jaminan. Namun
dalam realitas perbankan syari’ah yang
mengunakan instrumen mudharabah
dalam memberikan pembiayaan kepada
pelaku usaha, dipersyaratkan adanya
jaminan. Maka secara hukum, jaminan
bukan merupakan bagian dari perjanjian
mudharabah. Jaminan berada di luar
perjanjian mudharabah. Untuk mengetahui
adanya realitas jaminan dalam perjanjian
pembiayaan mudharabah secara lebih
utuh diperlukan penelitian.
C. Metode Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian empiris.
Suatu penelitian yang berusaha untuk melihat
hukum sebagai norma ideal yang mengatur
aktifitas pelaku bisnis di dalam dunia perbankan
Syariah di satu sisi dan realitas berlakunya
norma  ideal di dalam dunia empiris pada sisi
yang lain. Hal ini perlu dilakukan mengingat
berlakunya hukum adalah di dalam
masyarakat. Hukum sebagai norma di satu sisi
dan perilaku bisnis sebagai realitas di sisi yang
lain, tidak dapat dipisahkan. Harus ada
komunkasi antara hukum sebagai norma dan
hukum sebagai perilaku dalam aktifitas bisnis.
Penelitian ini didasarkan pada asumsi
bahwa setiap aktifitas bisnis selalu didasari
kepentingan untuk mencari keuntungan. Maka
aktifitas yang dilakukan adalah selalu mencari
celah-celah dan langkah-langkah bagi
diperolehnya keuntunan. Selama celah-celah
dan langkah-langkah yang dilakukan tidak
melanggar hak orang lain atau tidak merugikan
fihak lain, maka dapat dikategorikan sebagai
strategi dalam bisnis. Persoalannya adalah
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seberapa jauh strategi yang dilakukan para
pelaku tersebut dapat diterima oleh hukum.
Tentu saja jika strategi-strategi yang dilakukan
para pelaku bisnis tidak melanggar hak orang
lain, atau tidak merugikan  orang lain , maka
hukum tidak dapat mengintervensinya.
Intervensi hukum dapat dilakukan  jika terdapat
hak orang lain yang dilanggar atau terdapat
orang lain yang dirugikan.
Penelitian empiris dilakukanuntuk
mengetahui strategi-strategi pelaku bisnis
perbankan Syari’ah. Adanya strategi-strategi
bisnis dalam dunia perbankan syari’ah tentu
saja merupakan realitas yang mempunyai latar
belakang ekonomis. Informasi-informasi yang
berupa data-data yang demikian diperlukan
karena: Penelitian ini adalah penelitian kualitatif
yang bersifat diskriptif. Yaitu untuk mengetahui
karakteristik tentang adanya jaminan di dalam
realitas perjanjian kerjasama mudharabah
dalam dunia perbankan yang dilihat dari
berbagai aspek. Realitas adanya  jaminan yang
secara normatif bukan merupakan bagian
mudharabah, perlu diketahui permasalahan
yang melatar belakangi dan problematikanya.
Tujuannya adalah untuk memperoleh
pemahaman tentang jaminan di dalam dunia
bisnis keuangan perbankan syari’ah secara
lebih luas dan mendalam.
Penelitian ini menggunakan data primer
dan sekunder. Ini dilakukan yaitu untuk
memperoleh informasi tentang segala sesuatu
yang berhubungan dengan pokok persoalan
yangada di dalam penelitian ini. Data ini berupa
penjelasan atau keterangan atau jawaban atas
daftar pertanyaan yang diajukan. Data ini
berusaha untuk diperoleh melalui wawancara
secara terstruktur dan daftar pertanyaan yang
ditujukan kepada pihak manajemen PT Bank
Negara Indonesia kantor cabang Syari’ah
Yogyakarta.
Sedangkan data sekunder yang akan
digunakan di dalam penelitian ini adalah
dokumen perjanjian mudharabah, literatur-
literatur dan sumber-sumber tertulis lain yang
mempunyai kaitan dengan permasalahan
jaminan di dalam perjanjian mudharabah pada
perbankan Syari’ah.
Data yang telah terkumpul disistemasi
dan kemudian dianalisis yang berupaya
memberikan penjelasan dan penginterpretasian
data-data yang telah diperoleh dan telah
diorganisasikan secara sistematis, obyektif,
logis. Prosesnya akan dilakukan secara
interaktif melalui analisis sistem normatif
kerjasama mudharabah dengan fungsionalisasi
jaminan dalam pelaksanaan mudharabah,
yang dilihat dari berbagai aspek yang
melingkupinya. Dengan analisis ini diharapkan
dapat diketahui kedalaman makna dan
karakteristik jaminan dalam praktek perjanjian
kerjasama mudharabah beserta aspek-aspek
yang melingkupinya, sehingga diperoleh
pemahaman yang utuh. Dengan demikian
penelitian ini dapat menjawab pokok
permasalahan secara memadai.
D. Hasil penelitian dan pembahasan
Ditinjau dari dasar falsafahnya,
mudharabah merupakan kerjasama.
Kerjasama ini menempatkan modal dan
keahlian atau profesionalitas kerja dalam
kedudukan yang sama. Modal dan keahlian
atau profesionalitas mempunyai kesamaan
derajat dalam perjanjian mudharabah.
Berdasarkan sudut pandang ini, maka secara
normatif mudharabah bukan utang piutang dan
bukan pinjam meminjam. Oleh karena itu para
ilmuwan hukum Islam klasik melarang adanya
jaminan di dalam mudharabah.
Dalam kenyataannya, Bank Syari’ah di
dalam memberikan pembiayaan mudharabah
selalu mensyaratkan adanya jaminan. Ini
dilakukan berdasarkan Fatwa dewan Syari’ah
Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dilarangnya
jaminan dalam mudharabah oleh para ilmuwan
hukum Islam klasik dapat dipahami sebagi
bentuk baku yangmencerminkan keadilan
dalam hubungan hukum mudharabah dalam
konteks tempat dan waktu. Oleh karena itu
jaminan di dalam pembiayaan mudharabah
pada perbankan Syari’ah ditempatkan sebagai
perkecualian dari norma umum yang
disebabkan oleh berbagai variabel yang
memposisikan para pihak yang mengkaitkan
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diri di dalamnya sebagai hubungan hukum
bentuk khusus dari mudharabah yang harus
dipahami dalam konteks tempat dan waktu.
Perkecualian ini didasarkan pada
pertimbangan sebagai berikut:
1. Mudharabah yang tidak disyaratkan
adanya jaminan dapat dilakukan dalam
dunia ekonomi riil. Ini disebabkan oleh
adanya hubungan personal, yang
sedemikian rupa sehingga pemilik modal
yang memberikan modalnya untuk suatu
usaha yang tertentu dapat efektif dan
efisien begi kepentingan bersama.
Sedangkan dalam dunia perbankan adalah
sedemikian terbuka, sehingga tidak
memungkinkan adanya hubungan per-
sonal seperti yang ada dalam dunia
ekonomi riil murni. Oleh karena itu jaminan
merupakan bagian dari usaha agar
mudharabah dapat efektif dan efisien
diterapkan dalam dunia perbankan mod-
ern.
2. Dunia ekonomi keuangan bank berbeda
dengan dunia ekonomi riil murni. Jika
mudharabah dalam dunia ekonomi riil
murni terjadi karena pemilik modal yang
diserahkan kepada pelaku usaha adalah
miliknya sendiri. Sedangkan pembiayaan
mudharabah yang diberikan oleh bank
Syari’ah kepada pelaku usaha aalah milik
pihak ketiga. Yaitu dana pihak ketiga yang
ditempatkan pada bank Syari’ah. Dana
pihak ketiga ini merupakan amanah yang
harus dijaga oleh perbankan Syari’ah.
Untuk menjaga milik pihak ketiga inilah
maka bank selalu mensyaratkan jaminan
dalam pembiayaan mudharabah.
3. Tingkat resiko pembiayaan mudharabah
dalam perbankan Syari’ah adalah sangat
tinggi. Tingginya tingkat resiko ini
disebabkan karena dana yang diberikan
kepada nasabah yang dibiayai dengan
mudharabah ini sudah terlepas dari
kekuasaan dan pengawasannya bank
Syari’ah sedemikian rupa sehingga bank
Syari’ah hanya mampu mengawasi melalui
laporan keuangan yang sangat mudah
untuk direkayasa. Dipersyaratkannya
jaminan adalah agar nasabah yang
dibiayai dengan mudharabah bertanggung
jawab.
4. sosiobudaya masyarakat di Indonesia
adalah sedemikian rupa yang selalu
menghantui dunia perbankan. Selain
budaya kerja yang kurang kondusif bagi
efektif dan efisiennya mudharabah, juga
gejala moralitas kehidupan masyarakat
rupa sehingga hanya dengan jaminan bank
Syari’ah mempunyai keyakinan dan
keberanian untuk mengucurkan
pembiayaan mudharabah.
Oleh karena sebagai perkecualian dari
asas umum, maka kedudukan jaminan di
dalam mudharabah pada perbankan Syari’ah
berbeda dengan kedudukan jaminan dalam
perbankan konvensional. Pembiayaan
mudharabah bukan utang piutang atau bukan
pinjam meminjam seperti di dalam bank
konvensional, sehingga menempat-kan
jaminan pada pembiayaan mudharabah tidak
seperti jaminan pada perbankan konvensional.
Kedudukan jaminan dalam mudharabah adalah
sebagai penjamin kepastian pelaku usaha
untuk tidak menyimpang dari ketentuan-
ketentuan yangada di dalam perjanjian yang
telah disepakati bersama. Jaminan
menempatkan pelaku usaha untuk
bertanggung jawab sesuai dengan kesepa-
katan bersama.
Sesuai dengan kedudukannya, maka
fungsi jaminan di dalam mudharabah pada
perbankan Syari’ah tidak sama dengan fungsi
jaminan di dalam perbankan konvensional.
Yang dijamin oleh jaminan di dalam
mudharabah adalah tidak adanya
penyimpangan atau pelanggaran kesepakatan
yang disetujuinya atau tidak adanya kesalahan
pelaku usaha. Oleh karena itu fungsi jaminan
dalam perjanjian mudharabah pada perbankan
Syari’ah adalah menjamin terlaksananya
mudharabah sesuai dengan kesepakatan
bersama. Maka jika pelaku usaha menderita
kerugian yang disebabkan  oleh kerugian murni
ekonomi, tidak ada penyimpangan atau
pelanggaran perjanjian dan bukan kesalahan-
nya sendiri, maka jaminan tidak dapat dilelang
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untuk menutup semua pembiayaan
mudharabah yang disebabkan adanya kerugian
tersebut. Sebaliknya, jika kerugian yang
diderita pelaku usaha disebabkan karena
kesalahannya atau pelangaran atau penyim-
pangan perjanjian, maka jaminan dapat dilelang
untuk menutup semua pembiayaan
mudharabah dan nisbah keuntungan
yangdisepakati, jika terbukti terdapat
keuntungan usaha. Namun dalam realitas
menunjukkan bahwa belum pernah nasabah
yang dibiayai dengan mudharabah oleh Bank
Sya’ah Mandiri menderita kerugian.
Dalam pelaksanaannya, pembiayaan
mudharabah yang diberikan oleh perbankan
Syari’ah selama ini adalah efektif. Artinya belum
pernah ada pelaku usaha yang dibiayai
mudharabah menderita kerugian. Pembiayan
yang dikeluarkan oleh bank Syari’ah selalu
dapat dikembalikan oleh pelaku usaha. Bank
Syari’ah belum pernah melelang atau menjual
jaminan yang diberikan oleh pelaku usaha.
Oleh karena itu persoalan tentang jaminan yang
muncul di dalam pembiayaan mudharabah
dalam pada perbankan Syari’ah belum
teridentifikasi. Persoalan jaminan dalam
pembiayaan mudharabah lebih bersifat teoritis
yang menjadi persoalan yang lebih bersifat
psikologis, dalam hubungannya dengan
eksistensi bank Syari’ah sebagai bank
alternatif bagi pengusaha kecil dan menengah.
E. Simpulan
Dari uraian yang telah dipaparkan pada
bab sebelumnya, maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:
1. Persoalan yang melatarbelakangi bank
Syari’ah selalu mensyaratkan adanya
jaminan adalah menyangkut persoalan
realitas hubungan antara bank dengan
nasabah. Masyarakat yang kompleks dan
sedemikian terbuka menjadikan bank
sebagai penyedia pembiayaan hanya
mampu mengetahui keadaan calon
nasabah yang akan dibiayai dengan
mudharabah sangat terbatas. Halin
imenjadikan hubungan yang ada dan
tercipta tidak sampai pada tingkat per-
sonal, teapi lebih bersifat formal. Oleh
karena itu diperlukan jaminan agar
pembiayaan mudharabah yang diberikan
dapat efektif dan efisien.
2. Kedudukan jaminan dalam mudharabah
adalah berbeda dengan jaminan di dalam
utang piutang sebagaimana yang ada pada
perbankan konvensional. Yaitu bukan
sebagai penjamin atas utang piutang
tetapi berkedudukan sebagai penjamin
agar pelaku usaha tidak melanggar
perjanjian yang telah disepakati. Oleh
karena itu jika pelaku usaha menderita
kerugian yang murni ersifat ekonomis dan
tidak ada pelanggaran perjanjian, maka
jaminan tidak dapat disita untuk
mengembalikan semua pembiayaan.
3. Jaminan di dalam mudharabah berfungsi
sebagai penjamin tidak adanya
pelanggaran oleh pelaku usaha. Jika
pelaku usaha menderita kerugian yang
disebabkan adanya pelanggaran
perjanjian mudharabah, maka jaminan
dapat disita untuk membayar pembiayaan
mudharabah yang telah dikeluarkan oleh
perbankan Syari’ah beserta bagian
keuntungan yang menjadi hak bank.
Karena kerugian yang dideritanya
berdasarkan kesalahan pelaku usaha.
4. problematika jaminan di dalam realitas
pembiayaan mudharabah belum
teridentifikasi karena sampai penelitian ini
dilakukan belu terdapat pelaku usaha yang
mengalami kesulitan pembayaran atas
pembiayaan yang diberikan oleh
perbankan Syari’ah yang mengakibatkan
disita dan dijualnya jaminan untuk
mengembalikan pembiayaan mudharabah.
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